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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang rb&rggalam
bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga inahdaenegakkan hukum
secara adil dan benar. Seperti yang telah diteeangheh Allah SWT dalam

firmannya sebagai berikut.
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Artinya: “Kalau mereka datang kepadamu minta kegatu berilah mereka
keputusan, atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, ms&aa sekali
mereka tidak bisa memberi kemelaratan kepadamuaw&iamu
memberi hukum kepada mereka berilah hukuman yarig Adthh
suka pada orang-orang yang memberi keputusan deaddh (Q.
S Al-Maidah: 42}

Pengertian peradilan dalam beberapa bahasa segehtpraakdalam
bahasa Belanda dgndiciary dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkam rian keadilaf.

'H. zaini Dahlan,Quran Karim dan Terjemahan Artinya/ogyakarta: Ull Press,
1998, him.201.

“Subekti, Kamus Hukumjakarta: Pradnya Pramita, 1978, him. 91.



Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilalardaFigh yang berbunyi
“gadha” dan “aqdliyah®

Ali Duraib memberikan 6 (enam) arti untuk kasirgqadha dengan
makna yang berbeda-bed@ertama, berarti al-hukmu, hukum atau putusan
(QS. An-nisa’.65). Kedua, bermaknaal-khatim wa al-luzuummengambil
putusan dan mengharuskan (QS. Saba’: 1dgtiga, bermaknaal-amr yang
berarti perintah (QS. Al-lsra’: 23Keempat, al-Bayarberarti penjelas (QS.
Thaha:114 )Kelima, al-faraagh min as-sai’ wa al-intiba’ mirutyang berarti
selesai dari melaksanakan sesuatu (QS. Yusuf: KEenam, al-amaberarti
amal atau tindakan (QS. Al-Qashash: 45).

Pengertian pengadilan secara khusus, yaitu suatilalga tempat
mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalangka kekuasaan
kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut datif reésuai peraturan
perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disgtviahkamatr

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) diselnutlahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkahgaimg dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungaradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilaniteni lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkigonstitusi. Kemudian

pada pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 yarad téiganti dengan UU No.

% Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit AdnaBgjarah Singkat Pengadilan Agama
Islam di IndonesiaSurabaya: PT Bina limu, 1980, Him. 15.

* Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesiakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000, him. 28-29.

® Sulaikhan Lubis., et. alHukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,
Jakarta: Prenada Media, 2005, him. 3.



48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebubehwa badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ntelpadan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum, peradilan aganesadilan militer, dan
peradilan tata usaha negara.

Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilaagdri sebagai
pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggaga pengadilan tingkat
banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republilomesia. Lingkungan
peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sabpgngadilan agama
tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagapadilan tingkat
banding dan berpuncak di MA-RILingkungan peradilan militer terdiri dari
Mahkamah Militer sebagai pengadilan tingkat pertalma Mahkamah Militer
Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpk di MA-RI.
Sedangkan untuk pengadilan tata usaha negarai tdedir Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertam#&eiagadilan Tinggi Tata
Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat bandindpelgruncak pula di MA-
RI’

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akangpkken
keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan dké&dn Peradilan
Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakimadonesid. Untuk
Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dafha® Belanda,

Godstientige rechtspaakGodstientige berarti ibadah atau agama. Dan

®Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyyah di Indonesi#akarta: IKAHI, 2008, him.3-4.

"Ibid, him.4.

83ulaikhan LubisOp. Cit.,him.1.



Rechtspaak berarti peradilan, yaitu upaya untuk caenkeadilan atau
penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraipeaaturan dan dalam
lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsiditkui dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-updéekuasaan
Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakditakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan umum, Paradhgama, Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitiapguhdang-undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agatha.

Pengadilan Agama telah mempunyai Undang-Undangrdns yang
mencakup tentang susunan, kekuasaan, bahkan s@a&atingga Pengadilan
Agama di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai aganPeradilan telah
memiliki tingkat setara dengan lembaga-lembaga yaing

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ngrnp@rubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terRenadilan Agama,
menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan safih pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilarg y@eragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksuch deddang-undang ini.

Mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama teiaimdskan
dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008@ndemen dari
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peraddgama sebagai

berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenamgemilesa, memutus dan

® Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit AdnaBejarah Singkat Pengadilan Agama
Islam di Indonesi&urabaya: PT. Bina lImu, 198@m. 15.
YIbid., him. 12



menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertantaramorang-orang yang
beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisaasiat, hibah, wakaf,
zakat, infag, sedekah dan ekonomi syartah.

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukamkéadilan
dalam perkara-perkara dalam bidang-bidang tersdiagi mereka yang
beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentoktensiu¥ maupun
voluntair®® Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilaramiiak
yang berkepentingan harus memajukan surat gug&arparmohonan kepada
Pengadilan Agama yang berwendhg.

Mengenai lokasi pengadilan, menurut pasal 4 Undamdang No. 3
Tahun 2006 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan ibdi kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wildgddupaten/kota”.

Meskipun demikian, jika ada obyek yang disengkeatagarsidangan
harus dilakukan di luar pengadilan. Dalam hukumracaerdata disebut
descentatau Pemeriksaan Setempat, hal ini dilakukan agagetahui secara
jelas objek yang disengketakan.

Namun kini ada sidang yang dilakukan diluar penigadianpa adanya
objek yang disengketakan. Karena Mahkamah Agung )(Miklah

mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 mengedaman pemberian

HChatib Rasyid, dan Syaifudditjukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik
pada Peradilan Agam&/ogyakarta: Ull Perss, 2009, him. 13.

2 Dalam perkara kontensius terdapat dua pihak athil lyang bersengketa. Pihak
yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedapiiak yang digugat disebut Tergugat.

13 perkara voluntair yaitu perkara yang sifatnya m#roman dan didalamnya tidak
terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

1 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan AgarMagyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet.VI, 2005, him. 5.



bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, satalunya dengan
mengadakan sidang keliling.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukdeh Cate
Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas karjes Mahkamah Agung
dengan Family Court of Australia dan Indonesia Aal&t Legal Development
Facilities (IALDF), masyarakat miskin menghadapimtetan utama dalam
masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agamyebgrkaitan dengan
biaya perkara dan ongkos transportasi untuk dakan&engadilan. Temuan
tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung aengemberikan
perhatian besar untuk terselenggaranya sidangnketiian pembebasan biaya
perkara dengan proses prodeo.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama utietiga hal,
yakni (1) pelaksanaan sidang keliling, (2) pembabasaya perkara (prodeo),
dan (3) pos bantuan hukum di pengadilan. Hal lahtelijelaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentanguBarHukum. SEMA
ini merupakan sikap peka terhadap persoalan mastadabidang hukum dan
juga respon positif terhadap beberapa Undang-Und&egerti diantaranya
dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kefakipasal 56 ayat (2)
jo. Pasal 60 B ayat (2) UU No. 50 tahun 2009 temtaaradilan Agama yang
menyatakan bahwa’Negara menanggung biaya perkara bagi pencari

keadilan yang tidak mampu®.

Drs. H. Wahyu widiana, M. A., makalah dipresentasipada Seminar Nasional
“Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradifsgama, Agenda dan Problematika”,
diselenggarakan oleh Fakultas lImu Agama Islamyvehsitas Islam Indonesia, pada tanggal
21 Januari 2012.



Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalamgapekan
perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkarma patdran dan bahasa
hukum yang kadang-kadang terkesan kaku dan prade@aik dalam tahapan
litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilatulsesuai dengan aturan
hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atagagan yang diajukan akan
ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karedaktmemenuhi aspek
prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatdkagan tegas
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jamipariindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sdimfzadapan hukum.
Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam barbddgdang-Undang dan
peraturan yang berkaitan dengan akses masyaraksdé® hukum dan
keadilan.

Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaamaKkimlan dan
pasal 60 B UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubatetu& Atas UU. No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan daktiap orang yang
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukden negara
menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan trdak mampu.

Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 C UUS8cTahun
2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadailanediuk Pos Bantuan
Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu data@mperoleh bantuan

hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa [@entaukum tersebut



diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat ifzgarashmpai putusan
terhadap pekara tersebut telah memperoleh kekbatarm tetap.

Dalam pelaksanaannya hukum acara berlaku bagipsegsadilan.
Begitu pula halnya untuk Peradilan Agama berlakkuhu acara perdata
Peradilan Agama. Hukum acara Pengadilan Agama ladadea bagaimana
bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimarelakim agar hukum
itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktekmgaes persidangan itu
melalui beberapa tahapan. Dalam hukum acara pejikatproses persidangan
berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebihng dari 8 (delapan)
kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dergatusan hakim®

Mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatgcara khusus
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Persoalan yangudian muncul
adalah bagaimana penerapan proses dan pelaksaidaag &eliling yang
dilakukan Pengadilan Agama Mungkid.

Begitu pula dalam hal proses pemanggilan ada begias, efektif dan
efisienkah proses persidangan pada sidang kelitamgy dilakukan Pengadilan
Agama Mungkid.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik ukntmeneliti
pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan dRgngadilan Agama
Mungkid di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelagpakah dalam
pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benardimsskan manfaatnya oleh

masyarakat, yang berdiam di daerah kaki gunung Bympang notabene

"R. SoerosopPraktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan ProsessRiangan,
Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2003, him. 44.



mengalami hambatan di bidang trasportasi dan awasdang hukum. Maka
skripsi ini berjudul“Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling

(Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah implementasi hukum acara pada pelaksaidang keliling
di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan sidang kgldinPengadilan Agama

Mungkid?

C. Tujuan Penelitian
Setiap penulisan ilmiah tentu mempunyai dasaratssud dan tujuan
pokok yang akan dicapai atas pembahasan mateebtersOleh karena itu,
maka peneliti merumuskan tujuan dari penulisarpskgebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi hukum acpeda
pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan AgamadWich
2. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas pelaksarsdang keliling di

Pengadilan Agama Mungkid.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaistaga yang

terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembai¢w) pustaka, atas
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masalah yang identik atau yang berkaitan dengamgsaiahan yang
dihadapi. Sumber telaah pustaka ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh yang berjudanalisis
Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hok®Pengadilan Agama
Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SeN@10 Tahun
2010". Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaim#éaraasan Pengadilan
Agama Mojokerto melakukan sidang keliling, bagaimaproses sidang
keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojdkedalam perkara cerai
gugat, serta implikasinya terhadap meningkatnygkanperceraian di
Mojokerto. Dalam skripsi ini peneliti menemukaraagla peningkatan angka
cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokertaygde adanya sidang
keliling yang dilakukan Pengadilan agama Mojokeiag bertempat dikantor
PKK kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto. Sidarigingedilakukan dua
kali, pada tanggal 27 April dan 9 Mei 2011 dengah pkrkara. Adapun
pelaksanaan dan proses sidang keliling yang diakuRengadilan Agama
Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang diarl Baik proses
pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengantkah tersebut sidang
berjalan secara efektif dan efisien. Adapun biagartidak ada yang
membedakan dengan sidang di Pengadilan. Begitudaggan status hukum
putusannya, karena tempat sidang keliling hanyawit dalam berita acar.

Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh saudari Fanfaag berjudul

“Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melaistem Sidang Keliling

Yhttp://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=brogusp=read&id=jiptiain--
indahumaro-9504. Diakses pada tanggal 10 oktohE2,3fukul 20.53 WIB.
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di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur'ari Dhasil
penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) efektifitasnysdesaian perkara
perceraian melalui sistem sidang keliling di PerlgadAgama Kabupaten
Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saggpun mengenai teknis
pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sareatideginya persidangan
pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian unagatem sidang
keliling sendiri belum bisa mengurangi angka peaizar di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat |psain perkara
perceraian; (2) faktor yang mendukung di antaratem@edianya infrastruktur,
sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan prospat. Adapun tidak
ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan gidatiling ini; (3)
relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam &kstperkara perceraian
kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraiditeitang. Dan jika prosedur
perceraian dipermudah maka akan semakin banyak amsksy Indonesia
yang akan bercerdf.

Dari deskripsi di atas nampak bahwa masalah yaag pknulis bahas
mengenai “Analisisi Hukum Acara Pelaksanaan Sidéglging (Studi Kasus
Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)” bedaedengan peneliti
sebelumnya. Selain waktu dan tempat penelitian yemngeda. Dalam skripsi
ini akan lebih menekankan pada bagaimana penetapeum acara dalam
pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan &ditagn Agama Mungkid.

Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perdtukam acara yang

'8 http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=1X®8, Diakses pada tanggal 15
April 2013, pukul: 15.49 WIB,
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berlaku atau apakah pelaksanaannya telah tepatasasan benar-benar
dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang beradsekldiar Kecamatan

Kaliangkrik Kabupaten Magelang tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat selg#amangnya untuk
dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan skripsi ini dapat digamasebagai tambahan
ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan paemnipaca pada
umumnya.

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai pandangan dikalangan
masyarakat mengenai sidang keliling yang meruplghiaru yang masih
jarang diketahui orang dan dapat dijadikan sebagajian untuk
pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubueyggyan masalah

tersebut.

F. Metodologi Penelitian
Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, makpertukan
metode yang tepat dan sistematis. Adapun metodg yemulis gunakan
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, makasj@einelitian

ini adalah bentuk penelitian lapangdielfl research yaitu penelitian
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yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data
lapangart? Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian inalab
Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Kelilinguds Kasus di
Pengadilan Agama Mungkid).
2. Sumber Data
Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Sidanglikglidi
Pengadilan Agama Mungkid. Adapun sumber data dplanelitian ini
adalah:
a. Data Primer
Adapun sumber data primer yang dijadikk@y informan
adalah hakim, panitera atau petugas lain yang destypada
pelaksanaan sidang keliling.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukun
meliputi data perkara yang diterima dalam sidanljifkg, data
perkara yang telah diputus dalam sidang kelilingrafuran
perundang-undangan yang mendukung, serta buku-kyakg
berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.
Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku yang
berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling yanadikan

sebagai sumber data skunder adalah:

19 Lexy J. MoloengMetodologi Penelitian KualitatifBandung: Remaja Rosda Karya,
2001, him. 153.
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a. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tenta
Biaya Proses Penyalesaian Perkara dan Pengelotagaua
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

b. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilamania,
Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, 2009.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun0201
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapatraikan
sebagai berikut:
a. Metode Wawancardrterview)

Wawancara lfterview) adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan caraat@wab sambil
bertatap muka antara penanya dengan penjawab ridEpo
dengan menggunakan alat yang dinamakaterview guide
(panduan wawancara)

Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yanguges
melaksanakan sidang keliling di lingkungan hukumndelilan

Agama Mungkid, Panitera Pengganti dalam sidang lirkeli

20 Moh. Nazir,Metode Penelitianjakarta: Ghalia Indonesia, 2009, him. 194.
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Jurusita Pengganti serta Kasir yang bertugas dapaoses
pendaftaran perkara pada sidang keling.
b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenaihdlal-
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, bgkuwat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agendaakalah dan
sebagainya'

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data temta
berapa banyak perkara yang diterima dan data @eykeng diputus
dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Peitgadigama
Mungkid.

c. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan aiaseb
diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap mtame
fenomena yang ditelit?

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum PeilgadAgama
Mungkid.

4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakaastode

deskriptif analisis, proses analisis dimulai denga@nelaah seluruh

2lsyharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PrakEKjsi Revisi
VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. XllI, 2006, hip31.

2 sutrisno Hadi,Metodologi Researchijilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004,
him.151.
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data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu weava, dokumentasi
dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian adaign reduksi
data yaitu data-data yang diperoleh di lapangaandkum dengan
memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebihesisdtis sehingga
menjadi data-data yang benar-benar terkait dengédmwkpbahasaf’®

Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksamadalam hal ini
difokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yargkstnakan di

wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penulisan ini perlu adanya kerangkalqahasan dari
penulis agar dalam penulisan nantinya tidak kabam terarah dari awal
penulisan sampai selesai. Adapun sistematika mamulni penulis membahas
5 (lima) bab sebagai berikut:

Pertama,Bab | Pendahuluan, di dalam bab | ini penulis ake@mbahas
mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujunelipan, telaah pustaka,
kegunaan hasil penelitian, metodologi penelitiatasgistematika pembahasan.

Kedua,Bab Il Hukum Acara Perdata Dalam Peradilan AgabDsam
bab ini memuat tentang landasan teori yang benguan umum tentang
Hukum acara perdata dalam peradilan agama. Yang@ meifiputi: pengertian

hukum acara perdata, asas-asas dalam PeradilanaAgamber hukum acara

“Hadari Nawawi dan Mimi MartiniPenelitian Terapan Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 1996, him. 190.
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peradilan agama, kekuasaan/kewenagan Peradilan a&gamekanisme
penerimaan perkara dan mekanisme pemerikasaanrpeiam persidangan.

Ketiga, Bab Il Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Huku
Pengadilan Agama Mungkid. Bab ini merupakan hasihgfitian meliputi:
Sejarah Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab keduaangnwilayah
hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid. Sub baétida mengenai
pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama dWith yang mana
didalamnya menerangkan tentang prosedur peneripeikara dalam sidang
keliling, proses pemanggilan sidang keliling, sgrtases persidangan pada
sidang keling. Sub bab yang keempat mengenai peserdaukum acara pada
sidang keliling, yakni meliputi hukum acara pragp@angan dan tata cara saat
persidangan pada sidang keliling.

Keempat,Bab IV Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidanglikeli
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mugkid). Dalam bab penulis
menjabarkan analisis pelaksanaan sidang kelilivgldyah hukum Pengadilan
Agama Mungkid yang meliputi: Hukum Acara Pra-Paasighn, Tata cara
Persidangan dan efektifitas pelaksanaan sidaniinkeli

Kelima, Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bagian teralini
penyusunan skripsi yang berisi penutup yang meligegimpulan dan saran-
saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasieligam yang mungkin sangat
diperlukan dalam meningkatkan peran dan fungsi &giten Agama dalam

melayani para pencari keadilan.



